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KETUHANAN YANG MAHA ESA
GAMA MARISA
h tertentu pada tingkat pertama dalam

------ i ) lfRkan putusan dalam perkara cerai gugat

hir Paguat, 27 Mei 1988, agama Islam,
xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di
ATO, GORONTALO, sebagai Penggugat;

Lawan:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024
telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Marisa, Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 12 Desember 2024
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 06 September 2003, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
162/08/1X/2003, tertanggal 06 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan sudah di karuniai 2
anak yang bernama :
- Alrifal Pou bin Riswan Pou usia 19 tahun;
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BN Pou usia 13 tahun; anak-anak tersebut

0 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Sebabkan karena :
pfselisinan dan pertengkaran disebabkan

menuduh  Penggugat berselingkuh,
uk menjelaskan kepada Tergugat bahwa
un Tergugat terus menerus menuduh

dirumah bersama;

6. Bahwa sejak hidup berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi
Penggugat lahir maupun batin dan sudah tidak pernah mengunjungi
Penggugat selama 14 tahun lamanya;

7. Bahwa Tergugat saat ini dketahui tinggal bersama isteri barunya di
komples SMK 1 XXXXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXX;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan
dengan  Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)  Nomor
500/PPY/DGLO/346/X11/2024;
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¥ yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
aas panggilan Tergugat telah dipanggil sesuai alamat,
informasi yang diperoleh dari surat tercatat yang
disampaikan oleh PT Pos Indonesia, Tergugat tidak dikenal pada alamat
tersebut.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Kembali
rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan permohonan
untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan oleh Ketua Pengadilan
Agama Marisa telah dikabulkan dengan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara
nomor : 1295/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/XI1/2024 tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;
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B ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)

HTE=E : 39 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

berusaha mendamaikan dengan cara

bali dengan Tergugat, akan tetapi tidak

ergugat tidak dapat ditemui di alamatnya,
2roleh dari informasi surat tercatat yang
kepada Pengadilan Agama Marisa yang
flikenal pada alamat tersebut, maka Hakim
®mpat tinggal Tergugat yang dicatut oleh Penggugat
3 rsebut tidak jelas. Oleh karenanya agar tidak berlarut-
rkara a quo, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan
biaya ringan serta terpenuhinya azas audi et alteram partem (vide Pasal 2 Ayat
(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR),
maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini
sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marisa yang membebaskan
Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan
Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di
Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
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persidangan Pengadilan Agama Marisa
ber 2024 Masehi bertepatan dengan
oleh Musaddat Humaidy, S.H.l.,, M.H.
abut diucapkan pada hari itu juga dalam
dm tersebut, didampingi oleh Yusnha M.
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

Tunggal,

ttd
Musaddat Humaidy, S.H.l., M.H.
Panitera,
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